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ABSTRACT 
This study examines the relationship between ethical leadership and employee creativity with mediating role of leader member exchange, intrinsic motivation and psychological empowerment. Data were collected from 296 employees in Indonesian Ministry of Villages, Disadvantaged Region and Transmigration. This reserach used structural equational modeling  (SEM) to analyze the data form responden. Intrinsic motivation and psychological empowerment fully mediated the relationship between ethical leadership and employee creativity. In addition, leader member exchange does not mediate this relationship. The results showed that the role of intrinsic motivation and psychological empowerment are important to improve employee creativity
Key words : ethical leadership, employee creativity, intrinsic motivation, leader member exchange, psychological empowerment.

ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai dengan menggunakan variabel leader member exchange, motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan pada 296 pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode structural equational modeling (SEM). Variabel motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis memediasi secara penuh hubungan gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai. Sedangkan variabel leader member exchange tidak memediasi hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikilogis sangat penting untuk meningkatkan kreativitas pegawai dalam bekerja.   

Kata Kunci : 	ethical leadership, kreativitas pegawai, leader member exchange,  motivasi intrinsik, pemberdayaan psikologis

1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi dihadapkan dengan berbagai tuntutan dan tantangan baru sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan yang dinamis. Hassan (2015) menyebutkan beberapa tuntutan baru penyelenggaraan pemerintahan adalah efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan tantangan baru yang dihadapi berupa lingkungan pemerintah yang semakin kompleks, semakin dinamis dan adanya saling keterkaitan antar lembaga. Agolla dan Lill (2016) mengemukakan bahwa pemerintah di berbagai negara terus berupaya melakukan pendekatan baru dalam menjawab tuntutan dan tantangan tersebut melalui kreativitas dan inovasi. 
Kreativitas pegawai dan inovasi sektor publik telah menjadi perhatian utama di berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir (Torugsa dan Arundel, 2016). Kreativitas pegawai sangat penting dalam menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi biaya pemerintah (Salge dan Vera, 2012; Bolden dan O’Regan, 2017). Sebagai salah satu contoh pelaksanaannya, Pemerintah Korea Selatan mendorong kreativitas pegawai untuk menciptakan inovasi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dan kreativitas pegawai menjadi prioritas utama untuk memperbaiki kinerja pemerintah di berbagai lembaga negara (Park, Song, Lim dan Kim, 2014).
Inovasi di bidang pelayanan publik dapat mendorong terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta merespon berbagai perubahan lingkungan yang terjadi (Min, Ugaddan dan Park, 2016). Efektivitas pemerintah juga merupakan cerminan profesionalitas pegawai dalam memberi pelayanan. Oleh sebab itu, visi dan misi pemerintah Indonesia di bidang pembangunan kepegawaian saat ini difokuskan pada upaya pembangunan kualitas aparatur yang mendukung peningkatan efektivitas pemerintahan (Lembaga Administrasi Negara, 2017).
Bank Dunia merilis beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintahan. Indikator tersebut meliputi kualitas pelayanan publik, pelayanan aparatur, kemandirian dari tekanan politik, rumusan kebijakan dan kredibilitas komitmen pemerintah (Lembaga Adminitrasi Negara, 2017). Sebagai bahan komparasi, saat ini indeks efektivitas pemerintah Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Tabel 1 berikut ini menyajikan perbandingan indeks efektivitas pemerintah beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. 

Tabel 1. Indeks Efektivitas Pemerintah
	Nomor
	Negara
	Indeks Efektivitas Pemerintah

	1
	Singapura
	2,19

	2
	Malaysia
	1,14

	3
	Thailand
	0,34

	4
	Filipina
	0,19

	5
	Indonesia
	-0,01

	6
	Vietnam
	-0,06


Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara  (2016)
Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembaharuan pada berbagai lini tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik melalui reformasi birokrasi (Kemenpan RB, 2015). Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur meminta kepada seluruh pegawai untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik (SIPP Kemenpan, 2017). Upaya peningkatan kreativitas dan inovasi para abdi negara dapat dilakukan mulai dari level individu, dilanjutkan pada level kelompok hingga level organisasi (Eggers dan Singh, 2009). 
Fakta saat ini menunjukkan bahwa inovasi belum menjadi budaya yang mengakar di kalangan para abdi negara di Indonesia (Kristiawan, 2016). Data Global Innovation Index (GII) menyajikan peringkat dan indeks inovasi berbagai negara di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke 88 dari 128 negara dengan skor 29,1. Sedangkan pada tahun 2017, Indonesia mengalami peningkatan dengan menduduki peringkat ke 87 dari 127 negara dengan skor 30,1 (Global Innovation Index, 2016; 2017). 
Pemerintah telah mengatur kebijakan pemberian insentif kepada pegawai yang kreatif sebagai salah satu pendekatan regulasi untuk meningkatkan kreativitas pegawai. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2015 tentang imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor. Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik setahun sekali mulai tahun 2014. Menurut sumber resmi pemerintah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sinovik Kemenpan, 2017).
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kreativitas pegawai telah mulai berdampak terhadap iklim kreativitas di lembaga pemerintah. Para abdi negara terdorong untuk menciptakan berbagai inovasi baru. Kebijakan ini selaras dengan misi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita di bidang inovasi yaitu satu lembaga, satu inovasi (one agency, one innovation) per tahun (Sinovik Kemenpan, 2017). Bahkan, tiga inovasi dari pemerintah daerah Bayuwangi berhasil mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PBB di Denhag tahun 2017 (Detik.com, 2017). 
Selain tiga inovasi pelayanan publik yang telah berhasil meraih penghargaan di tingkat internasional, terdapat berbagai inovasi lainnya yang berhasil berkompetisi tingkat nasional. Setiap tahunnya, pemerintah memilih dan mendokumentasikan top 99 inovasi pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun telah banyak inovasi pelayanan publik berhasil diciptakan, namun masih ada instansi pemerintah yang belum mampu menciptakan inovasi pelayanan publik. Salah satu lembaga tersebut adalah Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Padahal, kreativitas di kementerian ini sangat diperlukan untuk merealisasikan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kemendesa, 2017).
Inovasi yang masih minim di Kemendesa telah mendapat respon dari pimpinan lembaga. Pimpinan kementerian membuka ruang aktualisasi kreativitas kepada pegawai untuk melakukan penataan dan perbaikan proses pelayanan publik secara intuitif tanpa harus melalui analisis dan perbaikan bisnis proses yang panjang. Kebijakan tersebut sangat penting untuk mempercepat pencapaian sasaran kinerja pelayanan publik kementerian yang telah ditetapkan dalam satu periode pelaksanaan reformasi birokrasi (Kemendesa, 2017).

2. KAJIAN TEORI
2.1		Kreativitas Pegawai
		Kreativitas merupakan kemampuan pegawai dalam menciptakan serta mengimplementasi ide dan gagasan baru dalam bekerja (Ma, Cheng, Ribbens, dan Zhou, 2013). Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sun, Zhang, Qi dan Chen (2012) yang mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan pegawai baik secara individu maupun kelompok dalam menciptakan gagasan baru yang mampu berkontribusi terhadap inovasi untuk keberlanjutan organisasi. Kreativitas pegawai merupakan kebutuhan instansi pemerintah di era reformasi birokrasi. Pegawai yang kreatif akan berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi (Salge dan Vera, 2012; Park, Song, Lim dan Kim, 2014; Torugsa dan Arundel, 2015).
Pendapat lainnya, Mittal dan Dhar (2015) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan pegawai dalam menciptakan pemikiran baru yang konstruktif. Para pegawai menggunakan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk mewujudkan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan lembaga. Terciptanya inovasi tidak terlepas dari perilaku inovatif para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Zahra, Ahmad dan Waheed (2017) mendefinisikan perilaku inovatif sebagai kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan gagasan kreativitas baru untuk memperbaiki kinerja baik pada level individu, unit kerja maupun organisasi secara menyeluruh. 
Kreativitas merupakan proses awal dalam menciptakan inovasi. Kreativitas pada level individu diawali dengan proses identifikasi masalah dan berusaha menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan inovasi adalah kemampuan pegawai dalam menerapkan ide kreatif pada level organisasi. Para pegawai yang kreatif mempunyai kecenderungan dalam menciptakan karya inovasi yang dapat diimplementasikan pada satuan kerja (Chughtai, 2014).  

2.2 Gaya Kepemimpinan Ethical  Leadership
 Kepemimpinan merupakan  faktor yang sangat strategis dalam menunjang kesuksesan organisasi. Beberapa peran strategis pimpinan antara lain ikut berkontribusi dalam pembentukan nilai, sikap dan perilaku para pegawai di lingkungan kerjanya (Engelbrecht, Heine dan Mahembe, 2017). Pimpinan dengan menggunakan legitimasinya dapat mempengaruhi pembentukan nilai organisasi melalui bahasa, simbol dan ritual yang diterapkan. Selain itu, pimpinan juga berperan sebagai panutan (role model) bagi para pegawai. Segala bentuk tingkah lakunya dalam bekerja menjadi contoh bagi para pegawainya dalam melaksakan tugas (Lu, 2014). 
Gaya kepemimpinan ethical leadership efektif dalam menanamkan etika, integritas dan berbagai nilai positif lainnya bagi para pegawai (Thaler dan Helmig, 2015). Brown, Trevino dan Harrison (2005) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan ethical leadership tercermin dalam perilaku pimpinan kepada para bawahannya. Pimpinan membangun interaksi secara interpersonal dengan para pegawai sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta mempromosikan perilaku tersebut melalui komunikasi dua arah, penguatan nilai-nilai dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ethical leadership juga tercemin pada tingkah laku pimpinan dalam menjalankan kehidupan pribadinya sehari-hari yang tidak menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku. 
Gaya kepemimpinan ethical leadership menjalankan roda kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai organisasi serta mengedepankan perilaku yang bermanfaat bagi para pegawainya dalam bekerja. Pimpinan juga meminimalisir berbagai kebijakan yang dapat merugikan para pegawainya (Mo dan Shi, 2015). Selain itu, pimpinan juga menginternalisasikan moral dan etika melalui berbagai tindakan yang mereka lakukan. Perilaku tersebut merupakan bentuk dari aktualisasi tiga atribut komponen gaya kepemimpinan ethical leadership yaitu menjadi role model bagi para pegawai, memperlakukan para pegawai dengan adil serta mengelola nilai-nilai organisasi secara efektif (Hassan, Wright dan Yukl, 2014).

2.3 Leader Member Exchange
Leader member exchange merupakan gambaran dari hubungan sosial yang terjalin antara pegawai dengan pimpinan. Gu, Tang dan Jiang (2013) mendefinisikan leader member exchange sebagai proses pertukaran sosial yang mencerminkan hubungan kerja antara pimpinan dengan para pegawai. Kualitas leader member exchange dalam sebuah organisasi akan terbina dengan baik melalui sikap saling mempercayai, saling menghargai dan saling menghormati antara pimpinan dengan bawahan dalam bekerja maupun dalam menjalin interaksi sosial lainnya.  
Donnell, Yukl dan Taber (2012) menjelaskan bahwa para pimpinan membangun kualitas leader member exchange yang berbeda antar pegawai. Kualitas leader member exchange sangat bervariasi, ada pegawai yang menjalin kualitas hubungan yang kuat, sedangkan sebagian pegawai lainnya menjalin kualitas hubungan yang relatif lemah. Kualitas leader member exchange yang kuat akan berdampak positif terhadap kepuasan kerja, kinerja, komitmen organisasi, penurunan tingkat turn over intention dan peningkatan daya kreativitas pegawai.  
Faktor intensitas interaksi juga menentukan kualitas leader member exchange yang terjalin. Pegawai yang sering berkomunikasi dengan pimpinannya serta menjalin interaksi yang baik akan berdampak terhadap peningkatan kualitas leader member exchange (Dadhich dan Bhal, 2008). Kualitas leader member exchange yang kuat mendorong para pegawai untuk berkontribusi terhadap organisasi melalui berbagai perilaku positif seperti peningkatan kualitas kinerja dan aktualisasi kreativitas. Sebaliknya, perilaku pimpinan yang otoriter dan membangun hubungan transaksional dalam memimpin akan memperlemah kualitas leader member exchange yang terjalin dengan para bawahannya (Son, Cho dan Kang, 2016). 

2.4 Motivasi Intrinsik
Yoo, Han dan Huang (2012) mengemukakan bahwa motivasi merupakan faktor pendorong individu dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, faktor motivasi dapat ditinjau dengan menggunakan self-determination theory. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mendorong individu dalam melakukan aktivitas yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dorongan motivasi intrinsik sangat menentukan keberhasilan pegawai dalam menciptakan inovasi baru. 
Edward dan Ryan (1985) dalam Feng, Zhang, Liu, Zhang dan Han (2016) mengemukakan bahwa motivasi intrinsik merupakan proses yang mendorong individu tertarik pada tugas yang dilaksanakan dan mengarahkan dirinya untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut. Faktor intrinsik menjadi modal awal dalam menentukan tingkat kreativitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai yang terdorong oleh faktor intrinsik akan mengarahkan semua kemampuannya untuk bekerja dengan baik maupun mengaktualisasikan berbagai kreativitas baru
Konsep motivasi intrinsik dapat dijelaskan dengan pendekatan task-based definition (Potipiron dan Ford, 2017). Pendekatan ini mengemukakan bahwa kesesuaian jenis pekerjaan dengan kemampuan pegawai sangat menentukan tingkat motivasi dalam melaksanakan tugas kerja. Para pegawai yang bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang diminati akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan para pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang mereka minati akan menghadapi berbagai kendala dan berdampak negatif terhadap kinerja maupun kemampuan dalam berinovasi (Coelho, Augusto dan Lages, 2011).  

2.5 Pemberdayaan Psikologis
Kesuksesan organisasi sangat tergantung pada kemampuan pimpinan dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pegawainya. Amundsen dan Martinsen (2015) mengemukakan bahwa selama tiga dekade terakhir, intervensi dan praktik pemberdayaan telah muncul sebagai pendekatan penting untuk mendorong sikap dan perilaku konstruktif para pegawai. Pemberdayaan merupakan pergeseran dari metode kerja lama yang melakukan penekanan pada aspek hubungan hirarki pimpinan dengan pegawai menjadi paradigma kerja pendelegasian tugas dan wewenang kepada para pegawai. 
Maynard, Mathieu, Gilson, Jr dan Cigularov (2012) mengemukakan bahwa pemberdayaan pegawai dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan struktural dilakukan melalui job design dan job characteristics yang menekankan pada pendelegasian wewenang kepada para pegawai. Sedangkan pemberdayaan psikologis menekankan pada aspek peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai akan bekerja maksimal sesuai dengan kapasitas potensial yang mereka miliki.
Pemberdayaan psikologis merupakan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam bekerja melalui penguatan pada empat dimensi yang meliputi meaning, competence, self determination dan impact. Dimensi meaning merupakan persepsi pegawai terhadap pekerjaannya sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka. Dimensi competence merupakan kemampuan pegawai untuk menyelesaikan berbagai tugasnya dengan baik. Dimensi self determination merupakan kebebasan para pegawai untuk menentukan cara dan metode dalam bekerja. Sedangkan dimensi impact merupakan kepercayaan pegawai terhadap dirinya bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan organisasi (Ozarall, 2015; Jha, 2014).  

3. METODE PENELITIAN
3.1 	Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Metode quota sampling digunakan dalam pengumpulan data karena mempertimbangkan keterwakilan antar elemen populasi (Cooper dan Schindler, 2006). Pengambilan sampel penelitian mempertimbangkan keterwakilan elemen populasi berdasarkan unit kerja tingkat eselon I secara proporsional. Jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 1823 responden. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan formula Slovin. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 328 responden.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Menurut Zhou dan George (2001) kreativitas merupakan kemampuan pegawai dalam menciptakan berbagai ide dan gagasan baru baik berupa produk, layanan, proses dan prosedur dalam bekerja. Pengukuran kreativitas menggunakan instrumen yang diadopsi dari indikator yang dikemukakan oleh Zhou dan George (2001). Gaya kepemimpinan ethical leadership merupakan perilaku pimpinan yang sesuai dengan norma dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari maupun berinteraksi secara interpersonal dengan pegawai serta mempromosikan perilaku tersebut kepada para pegawainya melalui komunikasi dua arah, penguatan nilai-nilai dan pengambilan keputusan (Brown, Trevino dan Harrison, 2005). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan ethical leadership diadopsi dari indikator yang dikemukakan Brown Trevino dan Harrison (2005). 
Leader member exchange menurut Scandura dan Graen (1984) adalah kualitas hubungan yang terbangun antara pimpinan dengan pegawainya dalam bekerja. Pengukuran variabel leader member exchange dilakukan dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari Scandura dan Graen (1984). Motivasi intrinsik menurut Grant (2008) adalah keinginan para pegawai untuk melaksanakan tugas yang didasarkan pada minat dan kenikmatan dalam bekerja. Pengukuran motivasi intrinsik dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan indikator yang diadopsi dari Grant (2008). Pemberdayaan psikologis menurut Spreitzer (1995) merupakan upaya untuk mendorong kemampuan pegawai dalam bekerja melalui penguatan empat aspek yang meliputi meaning, competence, self determination, dan impact. Pengukuran pemberdayaan psikologis dilakukan dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari Spreitzer (1995). Pengukuran semua variabel dalam penelitian menggunakan skala likert dengan rentang 1(sangat tidak setuju) hingga 7 (sangat setuju). 

3.4 	Hipotesis Penelitian
Berdasarkan hasil kajian teoritis, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hipotesis 1	: Gaya kepemimpinan ethical leadership berpengaruh positif terhadap  motivasi  intrinsik pegawai
Hipotesis 2 	: Gaya kepemimpinan ethical leadership berpengaruh positif terhadap leader member exchange
Hipotesis 3	: Gaya kepemimpinan ethical leadership berpengaruh positif terhadap pemberdayaan psikologis pegawai
Hipotesis 4 	: Leader member exchange berpengaruh positif terhadap kreativitas pegawai
Hipotesis 5	 : Motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap peningkatan kreativitas pegawai.
Hipotesis 6 	: Pemberdayaan psikologis pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kreativitas pegawai
Hipotesis 7 : ethical leadership berpengaruh positif terhadap kreativitas pegawai 

3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dalam penelitian ini terdiri statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas serta pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program Lisrel dengan tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis penelitian dapat diterima apabila nilai absolut t-values lebih besar atau sama dengan 1,96. Angka t-values yang bernilai lebih besar atau sama dengan 1,96 menunjukkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan (Wijanto, 2015).

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif
	Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat kecenderungan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel berupa nilai rata-rata (mean) dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner. Nilai rata-rata dari setiap butir pertanyaan dikelompokkan dalam tiga katagori dengan menggunakan rumus kelas yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Pengelompokan kategori nilai rata-rata (mean) menggunakan kategori nilai sebagaimana pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2 . Kategori Nilai Mean Variabel Penelitian
	Kategori
	Nilai Mean

	Tinggi
	5,01 s.d 7,00

	Sedang
	3,01 s.d 5,00

	Rendah 
	1,00 s.d 3,00


		
		Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Secara keseluruhan, respon yang diberikan oleh pegawai terhadap indikator pengukuran variabel adalah tinggi. Secara lebih rinci, statistik deskriptif setiap indikator pengukuran masing-masing variabel disajikan dalam beberapa tabel berikut ini. Tabel 3 berikut menyajikan statistik deskriptif variabel gaya kepemimpimpinan ethical leadership. 	
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Ethical Leadership
	Pertanyaan
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Keterangan

	EL1
	296
	1,00
	7,00
	5,7838
	Tinggi

	EL2
	296
	1,00
	7,00
	5,8142
	Tinggi

	EL3
	296
	2,00
	7,00
	5,7297
	Tinggi

	EL4
	296
	1,00
	7,00
	5,6520
	Tinggi

	EL5
	296
	1,00
	7,00
	5,7568
	Tinggi

	EL6
	296
	1,00
	7,00
	5,5811
	Tinggi

	EL7
	296
	1,00
	7,00
	5,6419
	Tinggi

	EL8
	296
	1,00
	7,00
	5,7264
	Tinggi

	EL9
	296
	1,00
	7,00
	5,6622
	Tinggi

	EL10
	296
	2,00
	7,00
	5,6554
	Tinggi


Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Selanjutnya, statistik deskriptif variabel motivasi intrinsik sebagaimana disajikan dalam tabel 4 berikut ini
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Intrinsik
	Pertanyaan
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Keterangan

	IM1
	296
	3,00
	7,00
	5,7838
	Tinggi

	IM2
	296
	2,00
	7,00
	5,6520
	Tinggi

	IM3
	296
	2,00
	7,00
	5,5236
	Tinggi

	IM4
	296
	2,00
	7,00
	5,6858
	Tinggi


Sumber :  Hasil Pengolahan Data (2018)

Statistik deskriptif variabel leader member exchange adalah sebagaimana pada tabel 5 berikut ini : 
Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Leader Member Exchange
	Pertanyaan
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Keterangan

	LMX1
	296
	1,00
	7,00
	5,5912
	Tinggi

	LMX2
	296
	1,00
	7,00
	4,8986
	Sedang

	LMX3
	296
	1,00
	7,00
	5,1689
	Tinggi

	LMX4
	296
	1,00
	7,00
	5,4932
	 Tinggi

	LMX5
	296
	1,00
	7,00
	5,1588
	Tinggi

	LMX6
	296
	2,00
	7,00
	5,2399
	Tinggi

	LMX7
	296
	1,00
	7,00
	5,3919
	Tinggi


Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Statistik deskriptif variabel pemberdayaan psikologis adalah sebagaimana pada tabel 6 berikut ini : 
Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Pemberdayaan Psikologis
	Pertanyaan
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Keterangan

	PE1
	296
	1,00
	7,00
	5,7872
	Tinggi

	PE2
	296
	1,00
	7,00
	5,5608
	Tinggi

	PE3
	296
	1,00
	7,00
	5,6182
	Tinggi

	PE4
	296
	3,00
	7,00
	5,9764
	Tinggi

	PE5
	296
	1,00
	7,00
	5,9020
	Tinggi

	PE6
	296
	3,00
	7,00
	5,6959
	Tinggi

	PE7
	296
	1,00
	7,00
	5,2736
	Tinggi

	PE8 
	296
	1,00
	7,00
	5,0101
	Tinggi

	PE9
	296
	1,00
	7,00
	5,3041
	Tinggi

	PE10
	296
	1,00
	7,00
	5,2297
	Tinggi

	PE11
	296
	1,00
	7,00
	4,8547
	Sedang

	PE12
	296
	1,00
	7,00
	4,7770
	Sedang


Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Statistik deskriptif variabel kreativitas pegawai adalah sebagaimana pada tabel 7 berikut ini : 
Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Kreativitas Pegawai
	Pertanyaan
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Keterangan

	EC1
	296
	2,00
	7,00
	5,5101
	Tinggi

	EC2
	296
	2,00
	7,00
	5,6318
	Tinggi

	EC3
	296
	2,00
	7,00
	5,5236
	Tinggi

	EC4
	296
	2,00
	7,00
	5,5574
	Tinggi

	EC5
	296
	3,00
	7,00
	5,4966
	Tinggi

	EC6
	296
	3,00
	7,00
	5,5777
	Tinggi

	EC7
	296
	3,00
	7,00
	5,2939
	Tinggi

	EC8
	296
	2,00
	7,00
	5,3885
	Tinggi


Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas
Indikator pengukuran dikatakan valid apabila nilai standardized factor loading lebih besar atau sama dengan 0,5. Variabel dikatakan realiabel apabila nilai composite reliability (CR) minimal 0,7 (Wijanto, 2015). Setelah pengujian validitas, semua indikator pengukuran varibel dinyatakan valid kecuali lima indikator pengukuran dari variabel pemberdayaan psikologis yaitu PE1, PE2, PE3, PE4 dan PE6. Kelima indikator yang tidak valid, tidak dilibatkan pada tahapan analisis selanjutnya. Adapun hasil pengujian reliabilitas menunjukkan semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas variabel penelitian sebagai berikut. 

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
	Variabel
	Jumlah Item
	Validitas
	Factor Loading
	CR Model 

	
	
	Valid
	Tidak Valid
	
	

	Ethical Leadership
	10
	10
	-
	0,61-0,83
	0,937

	Leader Member Exchange
	7
	7
	-
	0,71-0,78
	0,897

	Pemberdayaan Psikologis
	12
	7
	5
	0,56-0,76
	0,860

	Motivasi Intrinsik
	4
	4
	-
	0,76-0,91
	0,920

	Kreativitas Pegawai
	8
	8
	-
	0,74-0,84
	0,942



 Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

4.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat berdasarkan nilai t-value yang terdapat pada out put lisrel pada bagian lintasan basic model t-value. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, hipotesis  penelitian diterima apabila nilai t-values lebih besar atau sama dengan 1,96 (nilai absolut). Angka t-values yang bernilai lebih besar atau sama dengan 1,96 menunjukkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan (Wijanto, 2015). Secara lebih rinci, diagram t-value hasil pengujian hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut
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Gambar 1. Diagram T-Value

Hasil pengujian hipotesis pertama, nilai t-hitung pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap motivasi intrinsik adalah sebesar 4,49. Angka tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H1 dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai t-hitung pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap leader member exchange adalah sebesar 10,67. Angka tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H2 diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-hitung pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap pemberdayaan psikologis adalah sebesar 4,26. Angka hipotesis alternatif H3 dapat diterima.
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa besarnya nilai t-hitung pengaruh leader member exchange terhadap kreativitas pegawai adalah sebesar 1,57. Angka menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H4 ditolak. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa besarnya nilai t-hitung pengaruh motivasi intrinsik terhadap kreativitas pegawai adalah sebesar 6,41. Angka tersebut menunjukkan hipotesis alternatif H5 dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis keenam, nilai t-hitung pengaruh variabel pemberdayaan psikologis terhadap kreativitas pegawai adalah sebesar 6,48. Angka tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H6 dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan nilai t-hitung pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai adalah sebesar 0,34. Angka tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H7 ditolak.

Tabel 9. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

	Variabel Bebas
	Variabel Terikat
	t-hitung
	Uji Signifikansi
	Kesimpulan

	EL
	MI
	4,49
	Signifikan
	H1 Diterima

	EL
	LMX
	10,67
	Signifikan
	H2 Diterima

	EL
	PS
	4,26
	Signifikan
	H3 Diterima

	LMX
	KP
	1,57
	Tidak Signifikan
	H4 Ditolak

	MI
	KP
	6,41
	Signifikan
	H5 Diterima

	PS
	KP
	6,48
	Signifikan
	H6 Diterima

	EL
	KP
	0,34
	Tidak Signifikan
	H7 Ditolak



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)
Keterangan : EL (Ethical Leadership), PS (Pemberdayaan Psikologis), LMX (Leader Member Exchange), MI (Motivasi Intrinsik), KP (Kreativitas Pegawai) 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa faktor internal dari pegawai sangat menetukan kemampuan mereka dalam menciptakan kreativitas dan inovasi baru. Para pegawai terdorong oleh motivasi intrinsik dan kapabilitas yang mereka miliki untuk menciptakan inovasi (Menges, Tussing, Wihler dan Grant, 2017). Pendapat senada lainnya mengemukakan bahwa kemampuan pegawai sektor publik dalam menciptakan inovasi baru merupakan bentuk aktualisasi diri pegawai dalam bekerja. Keberhasilan dalam menciptakan inovasi merupakan sebuah kebanggan bagi para pegawai, mereka berkeinginan menjadi pegawai yang dikenal di lingkungan kerjanya serta mendapat penghagaan dari pimpinan dan pengakuan dari rekan kerja (Borins, 2001)
Kemendesa melakukan pemberdayaan psikologis pegawai melalui bimbingan teknis, coaching, pembinaan, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan in-house training (Kemendesa 2017). Pimpinan mengarahkan para pegawainya untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pemahaman tentang pelayanan publik baik yang berkaitan dengan regulasi maupun proses pelaksanaannya yang tertuang dalam standar operasional prosedur (SOP). Para pimpinan juga mendorong peningkatan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya setiap individu pegawai pada satuan kerja masing-masing. Peningkatan kompetensi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menciptakan inovasi baru.
Kemendesa juga menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik pegawai dalam melaksanakan tugas kerja. Operasionalisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui kebijakan penempatan pegawai pada satuan kerja dan jenis jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Para pegawai dapat melaksanan tugas dengan baik karena adanya kesesuaian antara perkerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Kesesuaian kompetensi dengan tugas yang dilaksanakan mendorong peningkatan motivasi intrinsik dalam bekerja dan peningkatan kemampuan menciptakan inovasi (Coelho, Augusto dan Lages, 2011). Kemendesa juga berkomitmen dalam pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 212 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Kemendesa,2017).
Penerapan sistem merit dalam penataan aparatur sipil negara juga meningkatkan motivasi intrinsik pegawai dalam bekerja. Para pimpinan unit kerja di Kemendesa membuat kebijakan di bidang kepegawaian dengan mempertimbangkan asas-asas keadilan. Sistem merit mengamanatkan penataan kepegawai berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Kebijakan sistem merit memberi kesempatan yang sama secara proporsional kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi, penghargaan terhadap prestasi yang dicapai maupun pengembangan jenjang karir.
Kegiatan studi banding dapat digunakan sebagai sarana peningkatan pemahaman pimpinan tentang kreativitas di lembaga pemerintah. Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu contoh best practice di Indonesia yang sukses dalam membangun kreativitas birokrasi. Menurut keterangan Ridwan Kamil selaku walikota, pegawai pemerintah tidak mengemukakan ide kreatifnya karena menghindari beban dan tanggung jawab yang muncul dari ide kreativitas yang mereka gagas. Akibatnya, para pegawai mempunyai kecenderungan untuk memendamkan berbagai ide kreatifnya. Berdasarkan kondisi tersebut, walikota membuat kebijakan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai birokrasi yang proaktif dalam menciptakan kreativitas dan memfasilitasi penerapannya pada satuan kerja serta membangun kolaborasi dengen elemen terkait untuk pengembangan inovasi sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan (merdeka.com, 2016). Para pimpinan Kemendesa dapat meniru kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kreativitas pegawainya melalui penyusunan berbagai kebijakan yang relevan.  
Mayoritas para pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan ide kreativitas baru pada satuan kerja masing-masing. Fakta ini tercermin dari analisis deskriptif hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indikator pengukuran variabel kreativitas pegawai dengan kode EC2 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Redaksi indikatornya adalah “Saya menyampaikan ide dan cara kerja baru untuk meningkatkan kinerja”. Kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan instansi yang memberi kebebasan kepada pegawai untuk melakukan penataan dan perbaikan proses pelayanan publik secara intuitif tanpa harus melalui analisis dan perbaikan bisnis proses yang panjang (Kemendesa, 2017).
Kebijakan pimpinan yang membuka ruang aktualisasi kreativitas mendorong peningkatan motivasi instrinsik pegawai dalam bekerja. Para aparatur negara di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat melakukan aktualisasi kreativitas dengan leluasa. Kebijakan membuka ruang aktualisasi kreativitas sangat efektif bagi pimpinan dalam berperan sebagai katalisator untuk menumbuhkan daya kreativitas pegawai untuk menciptakan inovasi (Ma, Cheng, Ribbens dan Zhou, 2013). Peran tersebut akan lebih maksimal jika diiringi dengan peran pimpinan dalam membangun kolaborasi antar elememen organisasi dan melakukan pendampingan dalam penerapan inovasi pada satuan kerja masing-masing para pegawai. 
Pimpinan perlu membangun kolaborasi antar unit kerja di internal kementerian. Kesuksesan pimpinan dalam membangun kolaborasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pegawai dalam menciptakan inovasi pada satuan kerjanya (Eggers dan Singh, 2009).Sedangkan peran pendampingan dalam penerapan inovasi bertujuan untuk memfasilitasi penerapan gagasan kreativitas pegawai dalam bekerja. Fakta saat ini, menunjukkan bahwa Kemendesa belum memfasilitas penerapan gagasan kreativitas para pegawainya menjadi inovasi baru. Akibatnya, banyak gagasan inovasi yang tidak berhasil diterapkan dengan baik. 
Peran pimpinan dalam membangun kolaborasi antar elememen organisasi dan memfasilitasi penerapan inovasi pada satuan kerja masing-masing akan meningkatkan daya kreativitas pegawai. Para pegawai dapat merealisasikan gagasan inovasi dengan baik dalam bekerja. Harapannya, inovasi dari kemendesa dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja pelayanan publik kementerian yang telah ditetapkan dalam satu periode pelaksanaan reformasi birokrasi serta mampu bersaing dalam kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat nasional maupun tingkat internasional di masa mendatang.
5 PENUTUP
5.1 	Kesimpulan 
Hasil penelitian di Kemendesa menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan ethical leadership tidak berpengaruh terhadap kreativitas pegawai. Akan tetapi, pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas dimediasi oleh variabel pemberdayaan psikologis dan motivasi intrinsik. Sedangkan variabel leader member exchange tidak memediasi hubungan tersebut. Para pimpinan unit kerja di Kemedesa perlu menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan kondisi psikologis pegawai dalam bekerja.  

5.2 	Implikasi Manajerial
Hasil penelitian merekomendasikan beberapa implikasi manajerial untuk meningkatkan kreativitas pegawai dalam bekerja. Pertama, Kemendesa perlu memperketat uji kompetensi dan menetapkan standar kelayakan minimum yang spesifik sebagai prasyarat bagi pegawai untuk mengisi berbagai jenis jabatan. Kesesuaian kompetensi dengan jabatan akan meningkatkan motivasi intrinsik dalam bekerja. Para pegawai menjadi lebih tertarik dengan pekerjaannya dan terdorong untuk melaksanakan tugas dengan baik karena menikmati setiap tugas yang mereka laksanakan (Feng, Zhang,  Liu, Zhang dan Han, 2016).
Kedua, Pimpinan Kemendesa perlu memperkuat pemberdayaan psikologis pegawai melalui analisis kebutuhan pengembangan kepegawaian secara spesifik dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Sebagai langkah awal, pimpinan mendokumentasikan keahlian yang dimiliki oleh pegawai serta pengembangan kemampuan yang dibutuhkan. Intervensi berdasarkan kebutuhan bertujuan untuk memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi. Kompetensi yang memadai akan memperkuat rasa percaya diri pegawai dalam melaksanakan berbagai tugas kelembagaan dan menciptakan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan instansi (Potipiron dan Ford, 2017; Coelho, Augusto dan Lages, 2011). 
Ketiga, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) perlu berperan dalam menyediakan kurikulum yang dapat memperkuat aspek creativity-relevant processes pegawai dalam bekerja. Amabile (1996) dalam Ghosh (2015) mengemukakan bahwa creativity relevant processes merupakan pendorong pegawai untuk menciptakan inovasi baru berdasarkan pengetahuan heuristik yang bersumber dari pengalaman dalam bekerja dan pelatihan yang relevan. Selain itu, kegiatan pedidikan dan pelatihan (diklat) harus mampu memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pegawai tentang sasaran kinerja pelayanan publik yang telah dirumuskan dalam road map reformasi birokrasi Kemendesa 2017-2019. 
Keempat, Kemendesa perlu merekrut best talent dari berbagai bidang keahlian untuk mengisi berbagai formasi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Para best talent mempunyai keahlian spesifik yang bersumber dari domain-relevant skills. Amabile (1996) dalam Ghosh (2015) mengemukakan bahwa domain-relevant skills merupakan pendorong pegawai untuk menciptakan kreativitas baru berdasarkan pengetahuan dan keterampilan teknis yang bersumber pada kemampuan kognitif serta latar belakang pendidikan yang relevan. Para best talent dapat terus difasilitasi melalui berbagai kebijakan pengembangan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan berbagai kreativitas baru sesuai dengan perkembangan zaman. 
Kelima, pimpinan perlu merespon gagasan kreativitas pegawai melalui pendampingan dan mefasilitasi penerapannya dalam bekerja. Penyediaan ruang implementasi kreativitas akan berdampak terhadap penguatan dimensi impact pegawai dalam bekerja (Ozarall, 2015). Para pegawai akan merasakan bahwa gagasan dan ide kreativitas mereka tidak sia-sia dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik lembaga. 


5.3 	Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai dengan menggunakan tiga variabel mediasi yaitu leader member exchange, motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis. Berbagai faktor lain di luar variabel tersebut tidak dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kreativitas pegawai. Selain itu, penelitian hanya meneliti pada salah satu instansi sektor publik. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis pada berbagai instansi pemerintah lainnya agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kreativitas pegawai di sektor publik
Beberapa variabel lain yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah knowladge sharing, public service motivation, motivasi ekstrinsik, dan otonomi kerja. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti pengaruh kreativitas terhadap inovasi dalam bekerja. Pendekatan gaya kepemimpinan lainnya juga dapat digunakan seperti transformational leadership participative leadership. 
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